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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telaah dilakukan, penulis

menyimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak belum menyediakan aturan yang jelas tentang

apa yang harus dilakukan apabila anak tidak mampu membayar ganti rugi

yang di tetapkan oleh korban, sehingga polisi harus menggunakan diskresi

atau kebijaksanaan profesional untuk menentukan langkah yang paling tepat.

Polisi tidak hanya memfasilitasi musyawarah, tetapi juga aktif menjaga agar

tuntutan korban tidak berlebihan dan tidak membebani anak di luar

kemampuan ekonominya. Polisi mengarahkan dialog agar tidak hanya

berfokus pada uang, memastikan bahwa proses musyawarah berjalan adil

dan realistis dengan memperhatikan pada pemulihan hubungan sosial,

misalnya bentuk penyelesaian lain seperti permintaan maaf, pengembalian

barang, atau kerja sosial. Upaya ini penting agar diversi tetap berjalan dan

anak tidak. Peran polisi dalam hal ini bukan hanya menjalankan prosedur,

tetapi menentukan arah penyelesaian yang lebih manusiawi dan memberikan

perlindungan maksimal bagi anak.

B. Saran

Penyidik perlu mendapatkan pelatihan yang lebih baik mengenai

teknik mediasi dan cara menilai kemampuan ekonomi anak agar penyelesaian

diversi dapat disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Kepolisian perlu
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membuat pedoman teknis yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus

dilakukan ketika anak tidak mampu membayar ganti rugi, sehingga tidak ada

perbedaan praktik antar wilayah. Balai Pemasyarakatan perlu meningkatkan

kualitas laporan Litmas dengan informasi ekonomi keluarga yang lebih akurat

untuk membantu polisi menentukan bentuk penyelesaian yang tidak

memberatkan anak. Pemerintah perlu membuat aturan turunan yang secara

tegas mengatur mekanisme diversi ketika pelaku anak tidak mampu

membayar, sehingga kepastian hukum bagi anak dan korban lebih terjamin.
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